Penjelasan/Konsepsi
Rancangan Peraturan Bupati

Tentang

Pedoman Umum Penyaluran Dana Penghasilan Tetap Kepala Desa Perangkat Desa

Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dan Stimulan Kelembagaan Desa

A. DASAR HUKUM

1.

2.

Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 17, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4255);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang)Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
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Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 94 Tahun 2024 tentang Kabupaten Ogan Komering
ir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 280, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Notmor
7031).

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4538},

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemenintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan
Pemenntahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6321);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan
dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2016 Nomor 5);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan
Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
890);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan
Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 553);
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B. LATAR BELAKANG
bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan penyaluran penghasilan
tetap Kepala Desa, Perangkat Desa, tunjangan Badan Permusyawaratan Desa,
dan Stimulan Kelembagaan Desa secara terencana, terarah dan terpadu agar
tercapai tertib administrasi perlu ditetapkan pedoman mengenal Pedoman
Umum Penyaluran Dana Penghasilan Tetap Kepala Desa Perangkat Desa
Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dan Stimulan Kelembagaan Desa.

C. TUJUAN DAN SASARAN
Tujuan dari Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Penyaluran Dana
Penghasilan Tetap Kepala Desa Perangkat Desa Tunjangan Badan
Permusyawaratan Desa Dan Stimulan Kelembagaan Desa adalah :
1. Memotivasi Kepala Desa dan Perangkat Desa agar meningkatkan Kinerja

dan Pelayanan Publik.
2. Terciptanya iklim kerja yang produktif dan inovatif.
3. Meningkatkan Kesejahteraan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa

D. POKOK-POKOK PIKIRAN DAN LINGKUP MATERI
Pokok-pokok pikiran dan lingkup materi yang diatur dalam Peraturan Bupati
tentang Program Jaminan Sosial Kesehatan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat
Desa Dalam Wilayah Kabupaten Ogan Komering Ilir Pedoman Umum
Penyaluran Dana Penghasilan Tetap Kepala Desa Perangkat Desa Tunjangan
Badan Permusyawaratan Desa Dan Stimulan Kelembagaan Desa

E. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN
Jangkauan dan arah pengaturan dalam menyusun Peraturan Bupati tentang
Pedoman Umum Penyaluran Dana Penghasilan Tetap Kepala Desa Perangkat
Desa Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dan Stimulan Kelembagaan

Desa.
Demikian penjelasan mengenai latar belakang pengajuan Peraturan Bupati

tentang program Pedoman Umum Penyaluran Dana Penghasilan Tetap Kepala
Desa Perangkat Desa Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa Dan Stimulan

Kelembagaan Desa.
Kayuagung, April 2025

Kepala Bagian Hukum KEPALA DINAS
Setda Kabupaten OKI, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT & DESA

KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Hj. Uswatun Hasanah, SH., M.H Arie Mulawarman, S.STP., MM
Pembina Tk. I/IV.b Pembina Tk. 1/ IV.b
NIP. 19710316 199503 2 002 NIP, 19840714 200312 1 001

jdih.kaboki.go.id


http://www.tcpdf.org

